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RINGKASAN 

 

Dalam kajian e-government, salah satu unsur penting adalah website 

pemerintah. Keberadaan serta kualitas website pemerintah merupakan tonggak 

awal dari implementasi e-government selain sebagai kanal resmi bagi diseminasi 

informasi terkait dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 

oleh sebab itu kajian mengenai website banyak dilakukan oleh penstudi terdahulu. 

Meski sadar akan pentingnya keberadaan website resmi pemerintah 

sebagai kanal informasi dan interaksi dengan masyarakat, masih terdapat beberapa 

OPD yang belum memiliki website resmi seperti DPMPTSP Kota Samarinda 

yang belum memiliki website khusus terkait “Mal Pelayanan Publik”. Hal ini 

ditengarai karena kesenjangan kualitas sumberdaya manusia yang kompeten 

dalam pengelolaan website resmi pemerintah yang optimal. 

Berdasarkan hal tersebut maka pengabdian kepada masyarakat kali ini 

ditujukan untuk memberikan asistensi kepada DPMPTSP Kota Samarinda dalam 

hal pembuatan website remsi “Mal Pelayanan Publik” sebagai bentuk upaya 

penguatan e-government di lingkup Pemerintah Kota Samarinda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi 

Penetrasi penggunaan Teknologi Informasi atau Information and 

Communcation Technology (ICT) dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat 

mendalam hingga hampir tak ada satu bidang kehidupan pun yang tidak 

tersentuh oleh ICT. Hal ini tidak terlepas dari manfaat dari penggunaan ICT 

dalam mempermudah urusan-urusan manusia. Oleh sebab itu abad ke 21 ini 

bisa disebut pula dengan abad ICT. 

Era ICT juga ditandai dengan keterhubungan (connectedness) yang 

difasilitasi oleh jaringan internet. Keterhubungan ini membuat semua orang 

yang memiliki akses internet bisa mendapatkan informasi yang bersifat real-

time melalui perangkat mereka. Kondisi yang serba up to date ini kemudian 

menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyediaan informasi khususnya 

informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itulah pemerintah 

dituntut untuk mampu mengikuti arus perkembangan zaman yang dintandai 

dengan penggunaan ICT dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Dalam kaitannya dengan masyarakat, pemerintah sebagai penyedia 

layanan publik harus mampu untuk mengkomunikasikan kebijakan publik 

yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat melalui kanal-kanal 

resmi yang tersedia. Salah satu kanal resmi yang berfungsi sebagai media 

penyebaran informasi layanan publik adalah website resmi pemerintah. 

Website menjadi gerbang utama  interaksi antara masyarakat dan 

pemerintah dalam jaringan internet. Oleh sebab itu website resmi 

pemerintah wajib memiliki ciri-ciri yang merefleksikan akuntabilitas, 

keterbukaan, dan informatif.  Keberadaan website resmi pemerintah 

merupakan bagian dari impelementasi electronic government  atau biasa 

dikenal dengan istilah e-government/e-Gov.  
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E-government sendiri merupakan konsep yang merujuk pada 

penggunaan ICT dalam melaksanakan pelayanan publik serta bisnis internal 

pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi. Secara umum asumsi 

yang melekat pada e-government adalah implementasi dari prinsip-prinsip 

demokrasi seperti keterbukaan, transparansi yang bermuara pada 

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)  (United 

Nations, 2008).  Oleh sebab itu maka tidak mengherankan apabila kajian 

mengenai e-government ini merupakan salah satu kajian yang penting dalam 

disiplin ilmu Administrasi Publik serta disiplin lain yang serumpun misalnya 

kajian mengenai konsep dan teori e-government hingga pada komparasi 

implementasinya pada negara-negara di dunia (Aladwani, 2016; Choi, Park, 

Rho, & Zo, 2014; Elkadi, 2013; Guijarro, 2007; Schuppan, 2009; 

Veeramootoo, Nunkoo, & Dwivedi, 2018). 

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, website sebagai 

salah satu unsur penting dalam e-government juga menjadi titik kajian yang 

banyak dieksplorasi oleh para penstudi khususnya kajian mengenai evaluasi 

website (Elling, Lentz, de Jong, & van den Bergh, 2012; Ismail & 

Kuppusamy, 2019; Karkin & Janssen, 2014; Venkatesh, Hoehle, & Aljafari, 

2014; Verkijika & De Wet, 2018; Wahid, 2008). Di Indonesia sendiri kajian 

mengenai evaluasi website pemerintah baik pada level nasional dan daerah 

juga talah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas hal teknis 

terkait kualitas website pemerintah seperti aksesibilitas, fitur dan lain 

sebagainya (Effendi & Susanto, 2019; Irawan & Hidayat, 2020; Kurniawan, 

Rakhmawati, Abadi, Zuhri, & Sugiyanto, 2017; Masyhur, 2014; Yunita & 

Aprianto, 2018). 

Selain itu terdapat pula kajian yang mengaitkan antara ketersediaan 

serta kualitas website resmi pemerintah dengan ketercapaian good 

governance dan demokrasi (Aprilia, Wijaya, & Suryadi, 2014; Damanik & 

Purwaningsih, 2017; Kanter & Purnama, 2015; Rinaldi & Yuardani, 2015). 

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa keberadaan website resmi pemerintah baik portal utama maupun 
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website masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sungguh 

merupakan hal yang vital dalam penyelenggaraan pemerintahan di era ICT 

ini. 

Meski demikian, dalam kenyataannya masih saja terdapat beberapa 

OPD di Indonesia yang bahkan belum memiliki website resmi khususnya 

OPD pada pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Salah satu contohnya 

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan kurangnya sumberdaya 

yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda baik sumberdaya pendanaan 

dan sumberdaya manusia yang berkompeten di bidang pembuatan dan 

manajemen website sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pengolahan 

Data DPMPTSP Kota Samarinda (Irawan & Hidayat, 2021)  

Untuk itu penting disinggung disini mengenai konsep digital divide 

atau kesenjangan digital. Konsep itu merujuk pada akses yang tidak sama 

terhadap teknologi informasi dan adanya kesenjangan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk menggunakan teknologi informasi. (Pérez-Morote, 

Pontones-Rosa, & Núñez-Chicharro, 2020; Suwana & Lily, 2017). Konsep 

ini memiliki kaitan erat dengan konsep lain yakni information literacy 

(literasi informasi) atau digital literacy yang didefinisikan sebagai kapasitas 

seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

alat untuk mencapai tujuan baik itu tujuan personal maupun professional. 

(Lee, Lee, & Lee-Geiller, 2020) 

Konsep digital divide menjadi titik permasalahn ketika hal tersebut 

berimplikasi langsung terhadap keberhasilan program e-government. 

Permasalahan utama yang dialami oleh OPD di Kota Samarinda adalah 

kurangnya sumberdaya yang dimiliki untuk mengelola website resmi 

dengan optimal. Pernyataan ini bisa dideduksi dari hasil riset secara nasional 

yang mengatakan bahwa digital divide di Indonesia masih merupakan 

masalah besar bahkan di Pulau Jawa yang notabene merupakan pusat 

pembangunan (Sujarwoto & Tampubolon, 2016).  Artinya ketersediaan 
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sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengatur tata kelola website 

resmi OPD di luar pulau Jawa masih bisa dibilang kurang. 

Dengan latar belakang permasalahan tersebut maka Pengabdian 

Kepada Masyarakat pada tahun ini akan diarahkan pada asistensi pembuatan 

website resmi “Mal Pelayanan Publik” DPMPTSP Kota Samarinda sebagai 

bentuk penguatan e-government di lingkup Pemerintah Kota Samarinda 

serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal. 

 

1.2. Permasalahan Mitra 

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya pada bagian 

pertama bahwa permasalahan utama yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota 

Samarinda adalah kurangnya sumberdaya baik sumberdaya pendanaan 

maupun seumberdaya manusia yang kompeten dalam pengelolaan website 

resmi “Mal Pelayanan Publik”. 

Untuk lebih memahami permasalahan mitra PkM kali ini maka 

digunakanlah konsep “Digital Divide” atau kesenjangan digital yang terjadi 

antara Pulau Jawa dan Non-Jawa. Pada kasus ini kesenjangan  merujuk pada 

tidak meratanya distrbusi sumberdaya yang kompeten dan memiliki skill 

yang dibutuhkan untuk pengelolaan website resmi pemerintah yang berada 

di lingkup OPD di Pulau Jawa dan non-Jawa sebagaimana yang terjadi di 

DPMPTSP Kota Samarinda. 

Berangkat dari informasi tersebut maka PkM ini berupaya untuk 

berkontribusi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh 

DPMPTSP dengan asistensi pembuatan website “Mal Pelayanan Publik” 

sebagai upaya penguatan e-governement di lingkup Pemerintah Kota 

Samarinda.  
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

2.1. Solusi 

Dari uraian permasalahan yang dihadapi oleh mitra PkM, DPMPTSP 

Kota Samarinda, maka diajukan solusi  sebagai berikut. 

a. DPMPTSP diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan 

rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan website 

resmi pemerintah melalui asistensi teknis. 

b. Website yang akan dibentuk merujuk pada kebutuhan OPD dalam hal 

ini DPMPTSP serta berpedoman pada peraturan perundangan yang 

berlaku terkait dengan website resmi pemerintah. 

c. Untuk itu DPMPTSP harus bekolaborasi dengan pihak lain yang bisa 

membantu dan mendukung pembuatan website “Mal Pelayanan Publik”. 

Dalam hal ini LKP MAP FISIP Unmul merupakan pihak yang 

berkompeten dalam kolaborasi kebijakan publik serta inovasi 

pemerintah daerah. 

 

2.2. Target Luaran 

Adapun target luaran yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut. 

Luaran yang berupa produk adalah website remsi “Mal Pelayanan 

Publik” yang berisikan informasi terkait layanan publik yang disediakan 

oleh DPMPTSP Kota Samarinda. 

Adapun beberapa fitur yang terdapat dalam website resmi tersebut 

berupa : 

a. Tampilan visual yang jelas dan lugas 

b. Teks narasi yang mudah dilihat dan dimengerti 

c. Panduan isi halaman website 

d. Infromasi mengenai pelayanan daring yang disediakan DPMPTSP 
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Luaran berupa peningkatan skill adalah meningkatnya kapasitas dan 

kemampuan sumberdaya di DPMPTSP Kota Samarinda dalam mengelola 

website resmi. 

Adapun rencana capaian luaran dari kegiatan PkM ini dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.1 

Rencana Luaran PkM 

No Jenis Luaran Indikator 

Capaian 

1 Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal 

Nasional1) 

Submitted 

2 Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT)6 Draft 

3 Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, 

serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau 

sumber daya lainnya)4) 

- 

4 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, 

dan manajemen)4) 

Penerapan 

5 Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, 

keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)2) 

Penerapan 

6 Publikasi di jurnal internasional1) - 

7 Rekayasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, 

produk/barang5) 

Produk 

8 Inovasi baru TTG5) - 

9 Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak 

Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk 

Industri)3) 

- 

10 Buku ber ISBN6) - 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Tahapan  

Tahapan yang ditempuh untuk melaksanakan solusi atas 

permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya adalah: 

1. Identifikasi permasalahan pada di kantor DPMPTSP Kota 

Samarinda melalui wawancara bersama Kepala Seksi 

Pengolahan Data, Bapak Syafrilian Apri, ST; 

2. Verifikasi langsung ke laman portal DPMPTS; 

3. Identifikasi layanan online yang disediakan dalam “Mal 

Pelayanan Publik”; 

4. Pembuatan website menggunakan domain resmi Pemerintah 

Kota Samarinda. 

 

3.2 Pendekatan Pengabdian dan Partisipasi Mitra 

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah 

pendekatan yang berbasis kebutuhan mitra. Untuk itu maka yang pertama 

dilakukan adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP 

Kota Samarinda. 

Sedangkan partisipasi mitra disini adalah memberikan feedback 

terhadap serangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk bahan 

masukan dan perbaikan bagi website yang dibuat. 

 

3.3 Evaluasi 

Evaluasi akan dilakukan dengan berpedoman pada indikator terkait 

dengan kualitas website. Indikator akan disusun dan disesuaikan  

berdasarkan kasus yang diangkat yakni fungsionalitas website “Mal 

Pelayanan Publik” dalam memberikan informasi dan sebagai sarana 

pelayanan publik secara online. 
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BAB IV 

KELAYAKAN PROGRAM STUDI 

 

4.1 Kinerja Lembaga 

Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Unmul telah 

berpengalaman dalam melaksanakan PkM. Hasil evaluasi kegiatan PkM 

Program Studi menunjukkan bahwa Program MAP sudah memiliki roadmap 

PkM. Program PkM juga dilaksanakan bersama dengan mahasiswa. Hasil 

PkM yang dilaksanakan juga dijadikan sebgai bahan pengayaan dan 

pengajaran mahasiswa. PkM yang dilaksnakan juga telah memiliki SPMI 

sehingga terjamin secara mutu. 

Sebagian besar tema kegiatan PkM dosen dan mahasiswa Program 

Studi MAP telah sesuai dengan roadmap PkM Program Studi. Dalam tiga 

tahun terakhir terdapat 20 kegiatan PkM yang dilakukan oleh DTPS 

Program MIAN dimana diantaranya banyak yang sudah sesuai dengan 

Roadmap PkM Program Studi serta sudah sesuai dengan Roadmap PkM 

Fakultas 

 

4.2 Jenis Kepakaran yang Dibutuhkan 

Dalam pelaksanaan kegiatan PkM dikantor DPMPTSP Kota 

Samarinda yang terkait dengan pembuatan video tutorial pengajuan 

permohonan izin secara daring diperlukan jenis kepakaran tim dalam hal 

pelayanan publik, e-government serta kepakaran dalam hal visual editing.  

Kepakaran sebagaimana yang diungkapkan diatas telah memenuhi 

persyaratan kepakaran untuk mengatasi permasalahan atau kebutuhan mitra 

PkM (DPMPTSP Kota Samarinda) sebagaimana yang telah diungkapkan di 

bab sebelumnya. Adapun uraian kepakaran tim pelaksana PkM dpat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 

Tim Pelaksana PkM 

 

No Nama Kepakaran Tugas 

1. Dr. Bambang Irawan, M.Si Pelayanan Publik dan E-

Government 

Tim Leader 

2. Muksin  Mahasiswa MAP  Asistensi Pembuatan 

Website 

3. Honorata Yulian Usu Mahasiswa MAP Asistensi Pembuatan 

Website 

4. Martina Lanau  Mahasiswa MAP Analisis Kebutuhan 

Konten 
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BAB V 

BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN 

 

5.1 Anggaran Biaya 

Anggaran biaya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

adalah sebesar Rp. 10.000.000,- yang dibebankan pada DIPA Anggaran 

Program Magister Administrasi Publik Tahun 2021.   

  

5.2 Jadwal Kegiatan Pengabdian 

Jadwal pengabdian yang telah disusun bisa dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.2 

Jadwal Pengabdian 

Tahapan Bulan 

 Juli Agustus September 

(minggu ke) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan Proposal                         

Perbaikan Proposal                         

Identifikasi Data                         

Pembuatan Website                         

Editing Website                         

Revisi Website                         

Monev                         

Penyusunan laporan akhir                         

Final Draft                         
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BAB VI 

PELAKSANAAN PENGADBIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

6.1 Proses Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilakukan 

dengan model telekomunikasi jarak jauh via daring dan jaringan telepn. 

Hampir tidak dilakukan pertemuan fisik atau langsung dengan mitra PkM 

dalam hal ini adalah DPMPTSP Kota Samarinda yang diwakili oleh Bapak 

Syafrilian Ardi, ST selaku Kasi Pengolahan Data. Tahapan pertama yang 

dilakukan dalam PkM ini adalah formulasi rancangan PkM oleh tim 

pelaksana yakni Bapak Dr. Bambang Irawan, M.Si dan anggota. Dalam 

tahapan awal ini dilakukan pemetaan masalah yang dihadapi dalam proses 

jalannya pemerintahan khususnya e-government di Kota Samarinda. Hasil 

diskusi tim menyepakati bahwa asistensi dalam pembuatan website Mall 

Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Samarinda layak untuk diangkat 

sebagai tema kegiatan. 

Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan dengan melalui berbagai 

tahapan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. tahapan pertama 

adalah tahapan identifikasi permasalahan dimana informasi awal terkait 

dengan masalah di DPMPTS Kota Samarinda dipaparkan oleh Kepala Seksi 

Pengolahan Data, Syafrilian Apri, S.T. tahapan berikutnya, tim PkM 

melakukan verifikasi dengan menelusuri internet dengan kata kunci “Mall 

Pelayanan Publik Kota Samarinda” dan tidak menemukan website yang 

dimaksud. Setelah itu tim PkM dan Kepala Seksi Pengolahan Data kembali 

bertemu untuk menentukan jenis-jenis pelayanan apa saja yang akan 

ditampilkan pada website yang akan dibuat. 

Setelah tahapan identifikasi dilakukan, selanjutnya adalah penyiapan 

bahan mentah website MPP DPMPTSP. Pada tahapan ini juga dibuat akun 

serta berkas-berkas lainnya yang bersifat dummy atau fiktif untuk di submit 

ke dalam website MPP DPMPTSP. Tentu saja akun serta berkas-berkas 
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dummy ini sudah dikomunikasikan terelebih dahulu kepada Kasi Pengolahan 

Data DPMPTSP Kota Samarinda agar ketika informasi dari akun dummy ini 

masuk ke dalam sistem, maka sistem tidak serta merta melakukan proses 

sebagaimana akun asli. 

Pada tahapan ini dibuatlah semacam “dummy” atau sketsa dari isi 

bangunan website yang akan dibuat. Rancangan atau sketsa bangunan 

website ini dibuat dalam  bentuk Power Point (PPT) terlebih dahulu agar 

memudahkan tim PkM maupun pihak DPMPTSP untuk merubah isi konten 

website.  Hal ini juga berfungsi sebagai visualisasi rancangan website yang 

menjadi bahan diskusi dalam pembuatan website ini. 

 

Gambar 6.1 

Tampilan PPT “Dummy” Website 

 

Sumber: Tim PkM, 2021 

 

Adapun konten atau isi dari dummy website ini secara umum adalah: 

1. Halaman Menu Utama 

2. Informasi / Denah Ruangan 

3. Penghargaan yang telah diterima DPMPTSP 

4. Alur Mall Pelayanan Publik 

5. Antrian Online 
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6. Link eksternal ke Kementerian / Non Kementerian (dalam konteks 

ini KPK) 

 

Penyiapan bahan mentah website ini dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft Power Point. Pengerjaan dan persiapan bahan mentah video 

dilakukan secara mandiri oleh tim dan dilakukan secara jarak jauh guna 

menghindari kontak fisik yang tidak diperlukan dalam masa pandemic covid-19. 

Setelah persiapan bahan mentah selesai maka selanjutnya adalah proses editing. 

Dalam proses ini dilakukan penyederhanaan framework website dan kejelasan 

alur tampilan website yang akan dibuat serta layanan apa saja yang 

memungkinkan untuk dikerjakan di awal. 

 

Gambar 6.2 

Tampilan Isi Menu Rancangan Website 

 

Sumber: Tim PkM, 2021 

 

 

Pada tahapan ini Power Point rancangan website ini berisi bangunan utama 

website yang berisi jenis-jenis pelayanan, informasi denah/ruangan, alur mal 

pelayanan publik, penghargaan yang telah diterima oleh DPMPTSP Kota 

Samarinda, dan fitur antrian online bagi para pemohon perizinan. Selain itu juga 
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disepakati untuk ditambahkan tautan-tautan lain seperti link ke website KPK dan 

slogan-slogan anti korupsi dan anti gratifikasi. 

Satu per satu fitur yang ada pada “dummy” website itu ditelaah dan 

didiskusikan bersama oleh tim PkM dan Kasi Pengolah Data DPMPTSP Kota 

Samarinda selama beberapa waktu antara Juli sampai Agustus 2021. 

Setelah proses editing selesai, proses selanjutnya adalah revisi dan 

penyampaian masukan dari stakeholder. Dalam hal ini Bapak Syafrilian Ardi, ST 

menyampaikan beberapa masukan terkait framework website yang dibuat. Proses 

revisi dan korespondensi dilakukan melalui sambungan jarak jauh dan daring 

sehingga kontak fisik tidak diperlukan. 

Berdasarkan hasil revisi dari Bapak Syafrilian Ardi, ST maka tim 

melakukan perbaikan yang sesuai dengan masukan dan saran yang diberikan. 

Setelah dirasa sudah memenuhi kriteria website resmi dan informasi yang 

disampaikan juga telah diuraikan dengan jelas, maka proses pembuatan website 

pun segera dilaksanakan. DPMPTSP menunjuk salah satu staff mereka sebagai 

operator website “Mall Pelayanan Publik” sekaligus sebagai mitra yang akan 

diberikan asistensi serta transfer ilmu pengelolaan website resmi.  

 

Gambar 6.3 

Tampilan Website MPP DPMPTSP Kota Samarinda 

 
Sumber: Tim PkM, 2021 
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Gambar 6.4 

Fitur Pelayanan MPP DPMPTSP Kota Samarinda 

 
Sumber: Tim PkM, 2021 

 

 

Gambar 6.5 

Alur Pelayanan MPP DPMPTSP Kota Samarinda 

 
Sumber: Tim PkM, 2021 

 

Setelah menyediakan framework awal dari website MPP, tim PkM 

melakukan asistensi atau pendampingan kepada operator website untuk 

melakukan pengisian konten secara mandiri serta melakukan update atau 

pembaharuan berkala terkait dengan informasi berita atau pengumuman tententu. 
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Operator website diberikan username dan password untuk mengakses e-panel 

website MPP tersebut, dan diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang 

bagaimana mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia dalam e-panel tersebut.  

 

Gambar 6.6 

E-Panel Website MPP DPMPTSP Kota Samarinda 

 
Sumber: Tim PkM, 2021 

 

Gambar 6.7 

Fitur Editing Website MPP DPMPTSP Kota Samarinda 

 
Sumber: Tim PkM, 2021 

 

Untuk melakukan evaluasi terhadap asistensi dan transfer ilmu yang sudah 

diberikan, maka tim PkM secara berkala mengunjungi website Mall Pelayanan 
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Publik Kota Samarinda untuk meliat apakah ada terjadi perubahan ataupun 

permasalahan aksesibilitas yang terjadi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, 

asistensi dan transfer ilmu yang dilakukan telah berhasil meningkatkan 

kemampuan operator website di DPMPTSP Kota Samarinda. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa 

hal berikut: 

1. Kajian mengenai e-government dalam studi Administrasi Publik 

merupakan salah satu sub kajian yang penting terutama dalam 

kaitannya dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) 

2. Salah satu implementasi e-government di lingkup pemerintah Kota 

Samarinda adalah ketersediaan website resmi pemerintah atau 

dinas sebagai kanal bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan 

dan informasi 

3. Namun kendala yang dihadapi adalah masih adanya beberapa OPD 

di lingkup Pemerintah Kota Samarinda yang belum memiliki 

website resmi dikarenakan keterbatasan SDM dan/atau anggaran. 

4. Untuk itu PkM bertujuan untuk memberikan asistensi pembuatan 

dan pengelolaan website resmi Mall Pelayanan Publik milik 

DPMPTSP yang berfungsi sebagai “showcase” pelayanan publik 

yang bisa diakses oleh masyarakat. 

5. Dalam pelaksanaannya PkM ini dijalankan dengan berbasiskan 

kebutuhan mitra dan metode yang dilakukan adalah metode 

pendampingan. 

 

7.2 Saran 

Dari kegiatan PkM yang dilakukan ada beberapa saran yang bisa 

disampaikan disini antara lain: 

1. Diharapkan agar DPMPTS Kota Samarinda terus menerus 

melakukan update dan perbaikan terkait dengan website yang 

dibuat. 
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2. Untuk itu, DPMPTSP diharapkan terus membina dan 

meningkatkan kemampuan staf operator website. 

3. DPMPTSP dalam melakukan monev diharapkan untuk melibatkan 

pihak akademisi khususnya terkait dengan instrument monev yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan website dalam 

mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat. 

4. Bagi pihak LKP MAP FISIP Unmul untuk terus melakukan 

pendampingan bagi DPMPTSP agar kedepannya program ini bisa 

berjalan dengan lebih baik lagi. 
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